
PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 3 0TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM 

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH 

DI KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan B u p a t i Bombana Nomor 4 T a h u n 

2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggarasm 

Program Peningkatan Kua l i tas Rumah d i Kabupaten 

Bombana da lam pe laksanaannya b e l u m efekti f dan 

efisen, m a k a pe r lu d i l a k u k a n pe rubahan dan 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a, per lu menetapkan 

Peraturan Bupa t i tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupa t i Bombana Nomor 4 T a h u n 2020 tentang 

Pe tun juk Teknis Penyelenggaraan Program 

Peningkatan Kua l i tas R u m a h d i Kabupaten 

Bombana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 42861*/ 
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2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara d i Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3439); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5188); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r 

dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 T a h u n 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahani 
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Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6322); 

11 . Peraturan Menter i Pekerjaan U m u m dan Perumahan 

Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Ban tuan 

S t imulan Perumahan Swadaya (Berita Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 403; 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m 

Daerah(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d iubah dengan 

Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menter i 

Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang 

Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah ;^ 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 

T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 

T a h u n 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-

2025; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 

T a h u n 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 

T a h u n 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bombana T a h u n 2017-

2022; 

19. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor Tahun 2021 

tentang Program Pembangunan dan Peningkatan 

Kual i tas Rumah d i Kabupaten Bombana; 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH DI 

KABUPATEN BOMBANA. 

Beberapa Ketentuan da lam Lampiran Peraturan Bupa t i 

Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kual i tas Rumah d i 

Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana 

T a h u n 2020 Nomor 4) d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan Pada Lampiran I dan Lampiran I I da lam 

Penunjukan TFL dan Korfas d iubah , sehingga 

MEMUTUSKAN: 

Pasal I 

berbuny i sebagai b e r i k u t : 



a. TFL d i tugaskan me la lu i k on t r ak dengan PPK 

berdasarkan keterampi lan u n t u k me lakukan 

pemberdayaan masyarakat. TFL da lam melaksanakan 

tugas d ikoord inas ikan oleh Korfas yang d i te tapkan 

mela lu i k on t r ak dengan PPK Kecamatan. Korfas 

membawahi 3 (tiga) sampai 6 (enam) TFL da lam 1 

(satu) wi layah kega. Pembayaran honora r ium Korfas 

dan TFL d i l akukan oleh kecamatan pelaksana 

program. Besaran honora r ium TFL dan Korfas sesuai 

dengan Standar Biaya U m u m Kabupaten Bombana. 

b. Perekrutan TFL dan Korfas d i l akukan oleh DPKPP 

dengan mel ibatkan kecamatan pelaksana program 

Peningkatan kual ia tas r u m a h . 

c. Kr i ter ia u m u m u n t u k TFL dan Korfas me l iput i : 

1. warga negara Indonesia; 

2. sehat jasmani - rohan i ; 

3. memi l i k i dedikasi yang t inggi dan berjiwa sosial 

u n t u k membantu masyarakat ; 

4. b u k a n anggota par ta i po l i t ik , Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) atau t i m sukses pemi l ihan 

kepala pemer intaban; 

5. bersedia bekerja p enuh w a k t u (full time) selama 

masa kont rak ; 

6. m a m p u mengoperasikan kompute r dan 

mengoperasikan apl ikas i MS-Office (Word, Excel, 

dan Power Point); 

7. d iu tamakan bertempat t inggal d i lokasi kegiatan; 

dan 

8. memi l i k i rekomendasi da r i camat. 

d. TFL harus memi l i k i kompetensi t ekn ik kons t ruks i dan 

pemberdayaan dan akan mendamping i antara 20 (dua 

puluh) sampai 50 (l ima pu luh ) penerima p r o g r a m . / 
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2. Ketentuan Pada lampi ran I , I I dan I I I dalam tahapan 

perencanaan dalam verif ikasi calon penerima d i 

d iubah , sehingga berbuny i sebagai ber ikut : 

1. kelengkapan admin is t ras i mencakup dokumen 

mengenai: 

a. p enduduk Kabupaten Bombana yang sudah 

berkeluarga; 

b. Rumah Tangga M i sk in (RTM); 

c. memi l i k i a tau menguasai t anah dan t idak da lam 

sengketa; 

d. sura t pernyataan kesediaan memin jamkan tanah 

dengan j angka w a k t u 5 t a h u n ; 

e. sura t perjanj ian p in jam tanah bagi calon penerima 

program yang t idak memi l i k i t anah dan 

menempat i r u m a h d i atas t anah orang la in ; 

f. be lum pernah memperoleh b a n t u a n r u m a h a tau 

program sejenis; dan 

g. bersedia berswadaya dan membentuk kelompok. 

2. pr ior i tas peni la ian ket idak layakan komponen s t r u k t u r 

bangunan r u m a h , dengan r inc ian : 

a. pr ior i tas 1, berupa bahan p e n u t u p atap y a i t u atap 

r u m a h yang terbuat da r i rumb ia , i la lang, i juk , seng 

da lam kondis i rusak berat; 

b. pr ior i tas 2, berupa d ind ing y a i t u d ind ing r u m a h 

yang terbuat da r i rumb ia , i la lang, i juk , bambu , 

kayu , seng, da lam kondis i rusak; dan 

c. pr ior i tas 3, berupa lanta i ya i tu l an ta i r u m a h yang 

terbuat da r i t anah , bambu , kayu da lam kond is i 

rusak . / 
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Pasal If 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya 

da lam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

PARAF KOORDINASI . 
NO UNII/SATUAN KERJA 

1 
2 
3 /±WZ£± £ — -

4 
5 tt 

Dite tapkan d i Rumbia 

pada tanggal, I 2021 

BUPATI BOMBANA, 

H. TAFDI 

D iundangkan d i Rumbia 

pada tanggal, V <Vfpt 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..f.P 


